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NOMOR 15 TAHUN 200511/ ' |

TENTANG

i

BUPATI BOMBANA, la 1

bahwa Retribusi merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli
Daerah yang dapat dikelola oleh Pemenntah] Daerah sesuai

- amanat Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun |2001 . tentang

Retribusi Daerah; | ' |

bahwa dalam rangka memngkatkan Penda atan Asli Daerah
serta memotivasi pengelola Pendapatan A..h Daerah , perlu
adanya perangsang dalam bentuk upah pungut‘ ']| : ’

......

tentang Pemberian Upah Pungut Pendapatan A‘sh Daerah

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997; tentapgl Pa]ak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahu 1997 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republiki IndonesmlNomor 3685)
sebagaimana telah diubah dengan. Undang—Updang Nomor 34
Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik: lndone51a .Tahun 2000
Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia
Nomor 4048); AH

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan

Republik Indonesia Tahun 2003° Nomor| |144 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339); .

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389); 1. /|
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemenntahan
Daerah (Lembaran Negara Repubtik | Indonesua\ Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesua
Nomor 4437); IR
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang\ Penmbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemenntahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia: Tahun 12004 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesua l:llolmor 4438);
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6. Peraturan Pemenntah ‘Nomor 65 Tahun 20011
- Daerah ( Lembaran Negara Repub!ik Indonesia Tahun 2001
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|tentang Pajak

Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Repubhk lndones:a
Nomor 4138 I || 1

. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001, tentang Retribusz

Daerah ( lLembaran Negara Republik: lndoneSIa| Tahun 2001
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesra

Nomor4139) : :!

Dengan Persetu;uan Bersama Ef

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOMBANA;

Ay
dan RN

BUPATIBOMBANA 11 il

MEMUTUSKAN : RN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENT_ANG PEMBERIAN UPAH PUNGUT

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan ' sy ‘
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PENDAPATAN ASLI DAERAH
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KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Daerah adalah Daerah Kabupaten Bombana. aE
Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah:
penyelenggara pemerintahan daerah. SRS
Bupati adalah Bupati Bombana. : 0k
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya dlsebut DERD

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bombana. - @ i 1./}

Dinas Daerah adalah unsur pelaksana pemerintah daerah.

sebagai unsur

adalah Dewan

Badan Pengelola Keuangan Daerah adalah Badan Pengelola iﬁeuangan Daerah

Kabupaten Bombana. " H

Pengelola Pendapatan Asli Daerah adalah Dmasflnstansn!Badan/Baglan yang

memungut dan mengelola Pendapatan Asli Daerah = !0 | |

Upah Pungut adalah pembenan dari sebagian Pendapatani Ash

| Daerah yang

diperoleh dari pencapaian penerimaan asli daerah sebagm uang perangsang
Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-

sumber yang dalam wilayahnya sendiri yang dlpungut berdasar

kan Peraturan _

Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang undangan yang berlaku :
Pajak Daerah yang disebut pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang
pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang se1mbang, yang

dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang- undamran

yang berlaku,

yang digsunakan untuk membrayal penyelenggaraan :p«=Tenntahan dan

pembangunan daerah.

B AR

Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retnbu51, adalah .pungutan daerah

sebagal pembayaran atas jasa atau pembenan lzm tertentu

yang khusus
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disediakan dan atau diberikan oleh Pemenntah Daerah unt
pribadi atau badan. L
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnyaadlsebut APBD,
adalah rencana keuangan tahunan  daerah yang, ‘dltetapkani berdasarkan
Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belan3|a Daerah
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BABII i s!j

PEMBERIAN UPAH PUNGUT . | |
~ Pasal 2 S il

(1). Setiap Pengelola Pendapatan Asli Daerah diberikan upah pungut berupa uang.
(2). Upah pungut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, dlbenkan dalam
rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan galrah kerJa serta memotivasi
pengelola pendapatan asli daerah. i | BRI H | :
: ey
Pasal 3 Lo
SRR I
Besarnya upah pungut yang diberikan kepada pengelola, pendabatan asli daerah
ditetapkan 5 % ( lima persen ) dari ]umlah reallsaSI penenmaan f .

k ‘kep‘entingan
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Pasal 4
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(1). Besarnya upah pungut sebagaimana dlrnaksud dalam, Pasal 3 iPe’raturan Daerah -
ini dibagi berdasarkan Tugas Pokok dan Fung51 Pengelol'l Pendapatan Asli
Daerah. e

(2). Tugas Pokok dan Fungsi sebagaimana d:maksud dalam ayat (1) pasal ini, terdini
dari pemungutan Pendapatan Asli Daerah yang dilakukan oleh Badan Pengelola
Keuangan Daerah selaku Koordlnator Pendapatan Asli Daerah.] LRI

BAB lII 3
SUMBER PENERIMAAN UPAH PUNGUT

B
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Pasal5 i '
(1) Upah pungut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah i' 1 :
(2). Sumber Pendapatan Asti Daerah sebagaimana dlmaksud ayat (1) pasal ini,

tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini yang merupakan satu kesatuan

yang tidak dapat dipisahkan. SN :

BAB IV R
- WAKTU PEMBERIAN UPAH PUNGUT j ; '

Pasal6 | * (i
‘ PSR H A
Pemberian upah pungut diberikan setiap bulan dan real.lsasi peneﬁmaan Pendapatan
Asli Daerah bulan latu. | SRR ;!\_ =

[

Pasat7 i hlin

{

Upah pungut dlmasukan dalam perhltungan anggaran setiap tahun cé!alam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah. _ SRR H B .
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KETENTUAN PENUTUP

PasalS . ;

3
!

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Keputusan Penjabat Bupatl Bombana
Nomor 62 Tahun 2004 tentang Pemberlakuan Sementara Peraturan Daerah Kabupaten
Buton khusus mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Daerah’ Tngkat i Buton Nomor 01

Tahun 1986 tentang Pemberian Upah Pungut Pend::tpan‘.an2
dinyatakan tidak berlaku. : !

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal d1undangkan
dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

: -.i- i_’ H
1 ..

Ash' Daerah dicabut dan

P

Agar set1ap orang
Daerah ini dengan

penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Ak 1
Dltetapkan dx Ru m bla ﬁ
pada tanggal, fj j 2005
AarBﬂPA'n BOMBAI{A,g
ar
OEENE
ROKIE
SN
BRI
Diundangkan di | A
pada tanggal, S 005 @ 1 | , i
SEKRETARIS PAERAH KABUPATEK-BOMBANA
Drs. H. IDRY) 1
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA i
NOMOR 15 TAHUN 2005 o
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. SRR LA R
- LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA |
| Nomor : Tahun 2005 Rty iR
Tanggal : B 2005 IR
Tentang : Pemberian Upah Pungut Pendapa1taansli Daerah
SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH, | [:[{I|
NO. JENIS PAD GRAJAN PAD | 111
1 2 a3
- Ut
1. | Pajak Daerah 1. Pajak Hotel ol
2. Pajak Restoran ~.:::° I 1]
3. PajakHiburan "1l
4. Pajak Reklame . : . 'ii |||
5. Pajak Penerangan Jalan SuE

6. Pajak bahan Gallan golongan C=
7. Pajak Parkir RO il
8. Pajak Pengelolaan Dermaga

9. Pa;ak Alat Kepelabuhanan

Retribusi Daerah

: IR
. Retnbu51 Pelayanan Kesehata1|1l Dinkes
Retribusi RSUD  : . 1il: 1111

;ll. T

Retribusi labkesda BENHE
Retribusi Kebersthan . Tt ‘
Retribusi Cetak KTP ;{}: = |: =|
Retribusi Cetak Akte Catatan S]pll
Retribusi Pemenksaan Kesehatan' Ternak
Retribusi Parkir < i3 V[
Retribusi Pelayanan Pasar o
10 Retribusi Pengujian Kendaraan B rmotor
11.Retribusi Sewa Karang Bolong| {|| - !
12.Retribusi Tempat Pelelangan lkan _j'
13.Retribusi sawah Luhur ..
14.Retribusi Usaha PasartGrosw
15. Retribusi Terminal , B |i
16.Retribusi Rumah Potong Hewan
17.Retribusi Pembuangan leba
18.Retribusi Balai Benih Pertanlan
19. Retribusi Tambak Penkanan ]
20.Retribusi [zin Mendmkan Bangunan
21.Retribusi IPPT 70 1
22.Retribusi Izin Gangguan
23.Retribusi Izin Trayek. {ii" 1] i
24.Retribusi Alat Pemadam Kebékaran
25. Retribusi Izin Usaha Jasa Kpntrukm
26.Retribusi Kepelabuhanan RUE
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COUTHI R

Lain - lain PAD Yang Sah

1. Penenmaan Izin Sarana Keseh'at n.
2. Penerimaan Jasa Giro '} | |/] !¢
3. Penerimaan Sewa Mesin Gllais
4. Penerimaan Sewa Gedung ]

5.Penerimaan Sewa DMJ s

3 I i
~ 6. Penerimaan WDP,Tf';:f' i |
7. Penerimaan SIUP . ' |}
8. Penerimaan TDG' - e !
9. Penerimaan Surat lzm Usaha Industn
10. Penerimaan Tunggakan Pajak/ Retnbu51
11. Penerimaan DPKK TKA | B
12. Penerimaan AKDHK!ADJK | i
13. Penerimaan Akte Nikah " |:| ij| =
14. Penerimaan Sewa Panggung Relkl_ame
BN

15. Penerimaan MCK- 1. '] ]
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